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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia merupakan suatu 

organisasi sektor publik yang mempunyai tujuan menyediakan layanan kepada 

publik dan kinerjanya merupakan jawaban dari tercapai atau tidaknya tujuan yang 

telah ditetapkan. Pemerintah di masa sekarang ditantang untuk memenuhi harapan 

kelompok pemangku kepentingan yang menuntut profesionalisme di segala 

bidang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu 

pendorong institusi publik di masa sekarang untuk mengedepankan pengukuran 

kinerja sebagai salah satu gambaran profesionalisme. (Muharrom,2014) 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama  (Rivai dan 

Basri, 2005:50). Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan 

bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan 

pegawai. 

Pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan 

perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan 

kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan APBD yang baik merupakan 
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penerapan prinsip value for money dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip 

value for money diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Value for 

money merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar 

pada tiga elemen utama, yaitu: ekonimi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money 

dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil 

untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

(Mardiasmo, 2009). 

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataaan mengenai  

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses  untuk 

mempersiapkan suatu anggaran. Lebih lanjut Mardiasmo (2009) mengemukakan 

bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja akan 

dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. Tercapainya target anggaran yang telah ditetapkan mengindikasikan 

adanya kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa peran anggota organisasi dalam tahap penganggaran menjadi sangat 

penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja 

dapat menyimpang dari tujuan dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.  

  Pegawai merupakan aset terpenting dalam pencapaian tujuan organisasi, 

sehingga pegawai yang mampu menghasilkan kinerja yang baik akan dapat 

memberikan kontribusi besar dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi. dalam 

dunia kerja, komitmen seseorang terhadap organisasi seringkali menjadi isu yang 

sangat penting. Pengertian komitmen saat ini memang tak lagi sekedar berbentuk 
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kesediaan pegawai menetap di organisasi itu dalam jangka waktu lama. Namun, 

lebih penting dari itu mereka mau memberikan yang terbaik kepada organisasi, 

bahkan bersedia mengerjakan sesuatu melampaui batas yang diwajibkan 

organisasi. Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh pegawai tersebut. (Melizawati,2015) 

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengelolaan 

keuangan daerah secara keseluruhan. Agar pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah berjalan dengan baik maka tata kelola keuangan tersebut harus dilakukan 

berdasarkan good governance yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara 

transparan dan akuntabel. Supaya laporan keuangan pemerintahan daerah 

mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka diharapkan laporan 

keuangan tersebut harus berkualitas. WTP adalah pendapat yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara 

wajar dalam semua hal yang material, sehinga laporan keuangan tersebut sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Akuntansi juga menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Menurut Syahrida (2009) menegaskan bahwa dari 

sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah 

tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah pada masing-masing satuan kerja perlu dilakukan secara cermat guna dapat 

menyelesaikan problem akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi 

keuangan secara memadai. Mardiasmo (2004:35) menegaskan bahwa sistem 

pertanggungjawaban keuangan suatu instansi dapat berjalan dengan baik, bila 
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terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan 

keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam 

mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Sistem akuntansi 

merupakan faktor lain yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan 

informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat 

dipahami oleh pengguna. 

Dari penjelasan di atas, terdapat fenomena yang terjadi di Jakarta, 

berdasarkan penyerapan APBD DKI, seluruh SKPD di Pemprov DKI tidak ada 

yang memiliki kinerja baik. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, salah satu indikator 

penilaian terhadap kinerja SKPD yakni bagaimana mereka mampu menyerap 

anggaran yang sudah dialokasikan dari APBD 2014. Setiap SKPD diberikan 

anggaran untuk mengerjakan program kegiatannya. Semua kegiatan itu diberikan 

alokasi anggaran yang sesuai. Namun sayang apa yang direncanakan tidak 

terlaksana dengan baik. Dari seluruh SKPD terdapat tiga SKPD yang paling 

rendah kinerjanya, yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pertamanan dan 

Pemakaman dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dapat diketahui rendahnya 

penyerapan  di Dishub salah satu disebabkan ada anggaran pembelian untuk bus 

sedang dab bus Transjakarta sebesar Rp3,2 triliun, karena terkuaknya kasus 

kegagalan dalam pembelian 656 unit bus sedang dan bus Transjakarta. Begitu 

juga dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, rendahnya disebabkan pembelian 

lahan yang terkendala. Pada Dinas PU Jakarta baru dapat menyerap anggaran 

sebesar 9% dari Rp6,29 triliun anggaran yang dialokasikan. Rendahnya kinerja 
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SKPD tidak hanya dilihat dari penyerapan anggraan belanja. Di sektor pendapatan 

juga mengalami ketidakoptimalan pencapaiannya. Tak pelak menimbulkan defisit 

terhadap APBD 2014. Hal ini dialami oleh BPKD dan Dinas Pelayanan Pajak 

(DPP). Penyebab defisitnya pendapatan  dikarenakan oleh target penerimaan di 

sejumlah pos meleset. Dana perimbangan misalnya tidak tercapai sebesar Rp6 

triliun, proyek Electonic Road Priecing (ERP) sebesar Rp2 triliun dan sisanya 

adalah penerimaan pajak tidak tercapai yakni Rp4 triliun (Sindonews.com, Kamis 

6 November 2014). 

Fenomena lain terjadi juga di Jakarta, DPRD DKI telah menyelesaikan 

rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD) DKI tahun 2014. Hasilnya, DPRD 

menilai bahwa penyerapan anggaran tahun lalu tidak begitu baik. Hal ini 

menunjukan bahwa eksekutif belum melakukan perencanaan yang matang dalam 

menyusun program anggaran atupun kegiatan pada tahun anggaran 2014. Dapat 

dikeahui  realisasi pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp 43,82 triliun atau 

67,38 persen. Padahal, target awalnya adalah  Rp 65,04 Triliun. Sementara itu 

realisasi belanja daerah juga tidak mencapai target. Untuk belanja tidak langsung, 

realisasinya sebesar Rp 12,63 triliun dari anggran sebesar Rp 17,12 triliun. Untuk 

belanja langsung, realisasinya sebesar Rp 25,16 triliun dari anggaran sebesar Rp 

46,52 triliun. Dalam realisasi pembiayaan daerah, ada Rp 7,59 triliun yang berasal 

dari sisa lebih perhitungan APBD tahun 2013. Kemudian, ada pula pembiayaan 

daerah sebesar Rp 4,45 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal kepada PT 

Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta dan PT. MRT. Dari 
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realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diperoleh SILPA 2014 

sebesar Rp 9,16 triliun. DPRD menyampaikan bahwa pendapatan merupakan 

uang rakyat yang harus digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan daerah. 

Faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran di setiap SKPD 

dikarenakan adanya sistem budgeting. Oleh karena itu, program yang telah 

direncanakan dengan baik tidak dapar berjalan karena adanya perubahan harga 

satuan (Kompas.com, Kamis 1 Oktober 2015). 

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

Kinerja Pemerintah  adalah: 

1. Partisipasi Anggaran yang diteliti oleh I.G.K. Ulupui (2005), Restu 

Agusti (2012), Nivo Wulandari (2013), Dian Sari (2013), Maria 

Yanida,Made Sudarman,Aulia Fuad Rahman (2013) 

2. Komitmen Organisasi yang diteliti oleh Nivo Wulandari (2013), Okto 

Abrivanto.P, Bambang Swasto, Hamidah Hayati Utami (2014), 

Suwardi (2011). 

3. Motivasi Kerja yang diteliti oleh Indra Jaya (2012). M.Harlie (2010), 

Okto Abrivanto.P, Bambang Swasto, Hamidah Hayati Utami (2014), 

Suwardi (2011) 

4. Kepuasan Kerja yang diteliti oleh Suwardi (2011). 

5. Akuntansi Pertanggungjawaban yang diteliti oleh Dian Sari (2013). 

6. Persepsi Keadilan Distributif, Persepsi Keadilan Prosedural dan Goal 

Commitment yang diteliti oleh I.G.K. Ulupui (2005). 
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7. Disiplin Kerja dan Pengembangan Karir yang diteliti oleh M. Harlie 

(2010). 

8. Kejelasan Sasaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan 

yang diteliti oleh Mei Anjarwati (2012). 

9. Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran yang diteliti 

oleh Deki Putra (2013). 

10. Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern yang diteliti oleh 

Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2013).. 

11. Penganggaran dan Penganggaran Melalui SIKD yang diteliti oleh Dwi 

Sudaryanti (2013) 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Nivo 

Wulandari. Tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah”, lokasi penelitian ini 

di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Variabel yang diteliti 

adalah kinerja parat pemerintah sebagai variable dependen, partisipasi anggaran 

dan komitmen organisasi sebagai variable independen. Hipotesis yang diajukan 

pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara partisipasi anggaran 

dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah. Unit analisis ini, 

menganalisis kinerja aparat pemerintah, populasi dalam penelitian ini meliputi 

seluruh pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 

Padang dan ditemukan populasi sejumlah 45 Satuan kerja. Sample penelitian ini 

adalah 90 orang, dan teknik sampling yang digunakan menggunakan purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan penilaian 
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peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel 

penelitiannya. Unit sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang 

Program/Perencanan. Jadi total responden dalam penelitian ini berjumlah 90 

orang. Alasan pemilihan responden kepala bidang program/perencanaan karena 

bidang tersebut merupakan elemen penting dalam penciptaan anggaran, dan 

mereka terlibat langsung dalam penganggaran. Hasil penelitian antara partisipasi 

anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah secara 

parsial berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, 

adapun beberapa keterbatasan penelitian yaitu: (a) Data penelitian yang berasal dari 

responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan 

mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum 

tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data 

diperoleh melalui wawancara. (b) Dari responden penelitian, peneliti hanya 

mengambil 1 dari kepala bagian program/perencanaan dan 1 orang staf di bagian 

tersebut atau bagian pada masing-masing SKPD kurang dapat menjelaskan secara 

baik tentang partisisipasi penganggaran, karena partisipasi anggaran merupakan 

keikutsertaan bawahan dan atasan dalam menciptakan anggaran. (c) Dari model 

penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat 

menjelaskan sebesar 67,7%. Sedangkan 33,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan menjelaskan pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis memilih 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan, sedangkan peneliti 

sebelumnya melakukan penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
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Kota Padang. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan, karena Kabupaten Kuningan 

termasuk kawasan CIAYUMAJAKUNING yang merupakan salah satu  Kawasan 

Andalan di jawa barat yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi 

yang diharapkan bisa mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang secara 

nasional. Pada indikator untuk variabel Partisipasi Anggaran peneliti 

menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Kenis (1979) dalam Damanaik 

(2011), yaitu: (a) Partisipasi Penyusunan Anggaran, (b) Kejelasan Sasaran 

Anggaran, (c) Evaluasi Anggaran,  (d) Umpan Balik Anggaran, (e) Kesulitan 

Sasaran Anggaran. Sedangkan pada peneliti sebelumnya menggunakan indikator 

yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001), yaitu: (a) Penyusunan Rencana 

Anggaran, (b) Persetujuan Legislatif, (c) Pelaksanaan Anggaran, (d) Pelaporan 

dan Audit. Sedangkan pada indikator untuk variabel Kinerja SKPD peneliti 

menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Menurut Mondy, Noe, Premeaux 

(1999) dalam Donni Juni Priansa (2014:271), yaitu:  (a) Kuantitas Pekerjaan  

(Quantity of Work, (b) Kualitas Pekerjaan (Quality of Work), (c) Kemandirian 

(Dependability), (d) Inisiatif (Initiative), (e) Adaptabilitas (Adaptability), (f) 

Kerjasama (Cooperation). Sedangkan pada peneliti sebelumnya menggunakan 

indikator yang dikemukan oleh Mardiasmo (2009) yaitu: (a) Perencanaan 

Anggaran, (b) Pengendalian Anggaran, (c) Penilaian Kinerja. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Partisipasi Anggaran, 

Komitmen Organisasi dan Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja SKPD”  

(Survey pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan) 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, 

maka penulis mengidentifkasi masalah sebagai berikut:  

1. Penyerapan APBD yang tidak tercapai diakibatkan karena tidak mampu 

menyerap anggaran yang sudah dialokasikan pada tahun 2014. 

2. Defisitnya pendapatan dikarenakan oleh target penerimaan di sejumlah 

pos meleset. 

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (PPAPBD) DKI Tahun 2014  penyerapan anggarannya  tidak 

begitu baik. 

4. Program yang telah direncanakan dengan baik tidak dapat berjalan 

dengan baik karena ada sistem Budgeting. 
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1.2.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana partisipasi anggaran pada  SKPD Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuningan 

2. Bgaimana Komitmen Organisasi pada  SKPD Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuningan 

3. Bagaiman Sistem Akuntansi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuningan 

4. Bagaimana Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuningan 

5. Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran terhadap Kinerja SKPD 

pada Pemerintah  Daerah Kabupaten Kuningan 

6. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 

7. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi terhadap kinerja SKPD pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan  dari penelitian ini di antaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi anggaran pada SKPD 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi pada SKPD 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem akuntansi pada SKPD 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. 

4.  Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja SKPD pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kuningan. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuningan. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh komitmen 

organisasi terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuningan. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sistem 

akuntansi terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuningan. 

 

1.4     Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu, 

untuk mendukung ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pengaruh partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi dan sistem akuntansi terhadap kinerja SKPD.  
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1.4.2     Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain: 

1. Bagi Penulis. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Kinerja SKPD baik secara teoritis maupun 

secara praktis. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman 

serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkannya 

dengan keadaan di lapangan. 

2. Bagi Instansi 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi dalam 

mengetahui sejauh mana kinerja SKPD dapat dipengaruhi oleh faktor 

partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan sistem akuntansi. 

3. Bagi Pihak Lain 

Masyarakat akademik umumnya dan mahasiswa pada khususnya 

sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut 

berkenaan dengan masalah ini. 

Penelitian dilakukan  untuk mendapatkan cara-cara terbaik dalam 

mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan 

sistem akuntansi terhadap kinerja SKPD. sehingga dapat memberikan 
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manfaat bagi penulis, instansi dan pengembangan umum Akuntansi 

Sektor Publik. 
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